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PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA

DAN PARIWISATA
Jalan Agatish Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 77212

Laman:https//dkop.bulungan.go.id Pos-el: dkopbulungan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR: 000.8.6.3/33 /DKOP-BUL

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN

BULUNGAN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS,

Menimbang : Bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
lingkungan kantor DInas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2025, maka perlu
membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan DInas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Bulungan yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan
Kepala Dinas;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 25 Tahun 2014
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) ;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan
Tahun 2021-2026;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4
Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Bulungan

11. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 51 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk tim penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata dengan susunan sebagai berikut;
Pengarah : Kepala Dinas
Ketua : Sekretaris Dinas
Sekretaris : Perencana Muda
Anggota : Isdalena

Mahpud Al Amrie, SE
Lilis Suriyani, SE
Samion, S.AB, M.Si
Mohd. Misdianto, S.Pd

Sekretariat : Maimunah, S.IP
Fransisca Mega, S.AK
Julian Argobi

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama
keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan menghimpun laporan
dari masing-masing sub bagian, dan bidang sebagai
bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
penyusunan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP);

3. Melakukan penyelarasan dengan melaksanakan
koreksi hasil penyusunan Sistem Akuntabilitasi
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

4. Melakukan penyusunan konsep laporan hasil Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
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KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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